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ABSTRAK

Analisis Yuridis Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Personel Satuan Brimob 
Polda Sumatera Utara Yang Melakukan Kasus Tindak Pidana
Muktar Lutfi

235114152
Pelaksanaan tugas personel Polri, khususnya anggota Satuan Brimob Polda Sumatera Utara sangat rentan terhadap pelanggaran kode etik profesi dan tindak pidana yang dapat merusak citra institusi Kepolisian. Pelanggaran tersebut kerap terjadi dalam penanganan perkara pidana, berupa penyalahgunaan wewenang, penggunaan kekerasan yang berlebihan, serta pelanggaran prosedur hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri dan menghambat terwujudnya penegakan hukum yang adil dan profesional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga masalah pokok, yaitu: pertama, bentuk pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang melakukan perkara pidana; kedua, mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang melakukan perkara pidana; dan ketiga, pertanggungjawaban hukum terhadap personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait kode etik profesi Polri, mekanisme pengawasan internal, dan aspek akuntabilitas hukum personel Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara secara umum berupa penyalahgunaan wewenang, penggunaan kekerasan secara tidak proporsional, dan pengabaian prosedur hukum. Mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik dilakukan melalui lembaga internal seperti Propam dan Komisi Kode Etik Polri, serta pengawasan eksternal oleh Kompolnas dan masyarakat. Akuntabilitas hukum meliputi area etik, disiplin, dan pidana yang saling melengkapi untuk menjaga akuntabilitas dan profesionalisme.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan internal dan eksternal serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kode etik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kepolisian dan memastikan penegakan hukum yang adil.

Kata Kunci: Pelanggaran Kode Etik, Brimob, Polda Sumatera Utara, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Hukum
ABSTRACT
Legal Analysis of Violation of Professional Code of Ethics by Brimob Unit Personnel of North Sumatra Police Who Committed Criminal Cases
Muktar Lutfi

235114152
The implementation of the duties of Polri personnel, especially members of the North Sumatra Police Mobile Brigade Unit, is very vulnerable to violations of the professional code of ethics and criminal acts that can damage the image of the Police institution. These violations often occur in handling criminal cases, in the form of abuse of authority, excessive use of violence, and violations of applicable legal procedures. This condition creates public distrust of the Polri and hinders the realization of fair and professional law enforcement.

Based on this background, this study formulates three main problems, namely: first, the form of violation of the professional code of ethics committed by personnel of the North Sumatra Police Mobile Brigade Unit who commit criminal cases; second, the mechanism for monitoring and enforcing the police professional code of ethics against personnel of the North Sumatra Police Mobile Brigade Unit who commit criminal cases; and third, legal accountability for personnel of the North Sumatra Police Mobile Brigade Unit who are proven to have violated the professional code of ethics.

This study uses a normative juridical method by examining laws and legal literature related to the Polri professional code of ethics, internal supervision mechanisms, and aspects of legal accountability of Polri personnel. The results of the study indicate that violations of the code of ethics of the North Sumatra Police Mobile Brigade Unit personnel generally take the form of abuse of authority, disproportionate use of violence, and neglect of legal procedures. The mechanism for monitoring and enforcing the code of ethics is carried out through internal institutions such as Propam and the Police Code of Ethics Commission, as well as external supervision by Kompolnas and the community. Legal accountability includes ethical, disciplinary, and criminal areas that complement each other to maintain accountability and professionalism.

This study recommends strengthening internal and external supervision and strict law enforcement against violations of the code of ethics to increase public trust in the Police and ensure fair law enforcement.
Keywords: Violation of the Code of Ethics, Brimob, Polda Sumatera Utara, Criminal Acts, Legal Accountability
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BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga eksekutif dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah negara Indonesia. POLRI memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demikian pada prinsipnya pengaturan ketentuan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tantangan tugas-tugas Kepolisian saat ini semakin berat dengan adanya arus globalisasi, demokratisasi, pasar bebas, perkembangan teknologi, dan tuntutan hak azasi manusia. Kondisi ini di satu sisi telah memberikan sumbangan positif bagi kehidupan, namun pada sisi lain juga berpengaruh pada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan termasuk meningkatnya kualitas dan kuantitas ancaman terhadap gangguan Kamtibmas dengan berbagai modus operandinya, sehingga dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan negara. Polri sebagai institusi yang bertanggung-jawab atas keamanan dalam negeri perlu mempersiapkan personelnya untuk mampu mengantisipasi perkembangan yang sangat dinamis.

Sejak didirikan, Polri telah menjalankan tugasnya berdasarkan pada prinsip-prinsip yang mengedepankan integritas, keadilan, dan profesionalisme. Di dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi landasan yang sangat penting untuk memastikan bahwa anggota Polri selalu bertindak sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang tinggi. Kode etik ini mengatur perilaku yang diharapkan dari setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas mereka, termasuk penggunaan kekuatan yang sah, perlakuan terhadap warga negara, dan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perilaku anggota Polri yang melakukan pelanggaran dapat mempengaruhi kinerjanya sebagai anggota Polri sebagaimana Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penegakan hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Perubahan sikap dan perilaku (mind set and culture set) bagi personel Polri merupakan jawaban Polri terhadap tuntutan implementasi kepolisian yang demokratis (democratic policing), transparan, akuntabel, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia. Kita sebagai Polri yang selalu menuntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas pokok Polri sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara profesional, bermoral, dan modern.
Profesionalisme dan integritas aparat kepolisian merupakan aspek fundamental dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sebagai penegak hukum dan pelindung keamanan negara. Satuan Brigade Mobil (Brimob) sebagai salah satu unit elit dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki peran strategis dalam penanganan berbagai kasus tindak pidana yang kompleks dan berisiko tinggi. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, tidak sedikit personel Brimob yang terlibat dalam pelanggaran kode etik profesi, bahkan beberapa di antaranya melakukan tindak pidana yang mencederai nama baik institusi dan merusak citra kepolisian di mata publik.
Pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Polri, khususnya personel Brimob Polda Sumatera Utara, menimbulkan persoalan serius yang memerlukan analisis mendalam secara yuridis. Hal ini penting untuk memahami bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum diterapkan, sejauh mana efektivitas penegakan kode etik, serta implikasi hukumnya dalam konteks penanganan tindak pidana. Selain itu, permasalahan tersebut juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat sebagai korban dan menjaga supremasi hukum dalam sistem penegakan hukum nasional.
Berbagai kasus pelanggaran dan tindak pidana yang melibatkan personel Brimob di wilayah Sumatera Utara telah menjadi sorotan publik dan media massa, sehingga memerlukan kajian yang sistematis untuk menemukan akar permasalahan serta solusi yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang terlibat dalam kasus tindak pidana, serta mengevaluasi mekanisme penegakan hukum dan sanksi yang diberikan guna memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme Polri.
Setiap organisasi harus mempunyai pola penegakan disiplin bagi setiap pegawai yaitu dengan menciptakan peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh pegawai, menciptakan dan memberi sanksi-sanksi bagi pelanggar disiplin melalui pelatihan-pelatihan kedisiplinan yang terus menerus, pembinaan melalui pelatihan ini dapat berupa pelatihan fisik dengan memberikan pelatihan kepada Polri dan pelatihan mental-spritual yakni dengan cara ceramah agama dan psikologi.

Polri memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, Polri berperan dalam memastikan proses penegakan hukum yang adil dan profesional. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota Polri untuk mematuhi standar yang ditetapkan dalam menjalankan tugasnya, salah satunya adalah Kode Etik Profesi Polri. Kode etik ini mengatur perilaku setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas-tugas mereka agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan moralitas yang tinggi. Hal ini terutama penting bagi satuan-satuan yang memiliki tanggung jawab dalam operasi-operasi khusus seperti Brimob Polri.

Kode Etik Profesi Polri berfungsi untuk mengatur standar perilaku yang harus diikuti oleh setiap anggota Polri, termasuk dalam penanganan kasus tindak pidana. Dalam konteks Brimob, yang sering terlibat dalam operasi-operasi yang bersifat khusus dan berisiko tinggi, penerapan kode etik menjadi sangat penting, karena seringkali situasi yang dihadapi melibatkan penggunaan kekuatan dalam jumlah besar atau dalam situasi yang sangat memerlukan keputusan cepat. 

Kode etik ini juga memberikan batasan-batasan yang ketat terhadap penggunaan kekerasan. Penggunaan kekuatan yang tidak terkontrol atau berlebihan, meskipun dalam rangka menjalankan tugas, dapat melanggar hak asasi manusia dan berisiko menyebabkan kerusakan fisik atau mental terhadap tersangka atau masyarakat. 
Menurut Peraturan Nomor 7 Tahun 2022, beberapa pokok yang diatur dalam kode etik profesi Polri antara lain: 

1. Tanggung jawab moral dan profesional: Setiap anggota Polri harus menjaga moralitas dan profesionalisme dalam bertindak, serta tidak boleh menggunakan kekerasan yang berlebihan atau penyalahgunaan wewenang. 

2. Prosedur dalam pengawasan: Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian dilakukan oleh berbagai lembaga internal, seperti Propam Polri dan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), yang bertugas untuk menilai apakah seorang anggota Polri telah melakukan pelanggaran kode etik atau tidak. 

3. Sanksi bagi pelanggar: Bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran, sanksi administratif, seperti penurunan pangkat atau pemberhentian, dapat dikenakan. Jika pelanggaran tersebut mengarah pada tindakan pidana, maka anggota Polri juga dapat diproses secara hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya.

Sebagai satuan yang menangani kasus-kasus berat dan berisiko tinggi, Brimob Polri sering kali dihadapkan pada situasi yang memerlukan penggunaan kekuatan atau taktik yang lebih intensif. Namun, tidak jarang dalam pelaksanaan tugas, terdapat anggota Polri, termasuk dari Brimob, yang melakukan pelanggaran kode etik, baik berupa penggunaan kekuatan yang berlebihan, diskriminasi, hingga pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus penanganan kerusuhan massa atau tindak pidana terorisme, penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan kekerasan fisik sering terjadi, yang pada akhirnya melanggar prinsip-prinsip kode etik.

Menurut Benny K. Harmadi, pelanggaran terhadap kode etik profesi sering kali terjadi karena tekanan situasi yang sangat tinggi, terutama ketika personel Brimob menghadapi ancaman fisik yang besar dalam situasi darurat. Hal ini kadang menyebabkan mereka bertindak di luar batas prosedur yang sah menurut hukum. Pelanggaran tersebut dapat mencakup kekerasan yang tidak sah, seperti penyiksaan terhadap tersangka atau penggunaan kekerasan berlebihan dalam upaya penangkapan.
 Menurut Budi Santosa, pelanggaran seperti ini berisiko merusak citra Polri di mata publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri. Terperiksa adalah anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan atau pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Berdasarkan data dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar pada Januari 2025, dua anggota Polri, HJS dan LH, dinyatakan terbukti melanggar kode etik profesi dalam kasus yang terjadi pada acara DWP 2024. Keduanya terbukti meminta imbalan dalam proses pembebasan pelaku penyalahgunaan narkoba dan melanggar prosedur rehabilitasi melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT).s Sanksi yang dijatuhkan meliputi pernyataan perbuatan tercela, kewajiban meminta maaf, pembinaan rohani, penempatan di tempat khusus, dan mutasi demosi.

Sidang Kode Etik Profesi Polri merupakan salah satu tugas Provos guna mempersiapkan berkas dan mengajukan ke Ankum bagi anggota Polri yang melanggar etika kepribadian, etika kenegaraan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut Komisi suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas memeriksa dan menyidangkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Dalam konteks penanganan tindak pidana oleh personel Brimob, penting untuk memperhatikan bagaimana kode etik ini diterapkan dalam situasi yang penuh risiko dan berpotensi menimbulkan kekerasan, seperti dalam penanganan kerusuhan, terorisme, atau pengamanan objek vital negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan, misalnya tindakan kekerasan yang berlebihan atau tidak sah, dapat merusak citra Polri dan mengganggu proses peradilan yang adil.

Proses pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Polri, termasuk Brimob, dilakukan oleh berbagai lembaga. Salah satunya adalah Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), yang dibentuk untuk mengawasi dan menindak anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik. Selain itu, Propam Polri juga berperan dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Lembaga ini bertugas untuk memeriksa dan menyelidiki kasus pelanggaran, serta memberikan rekomendasi sanksi bagi anggota Polri yang melanggar. 

M. Djamil S. Pasaribu, pengawasan internal di Polri melalui Propam dan KKEP sangat penting untuk menjaga disiplin dan profesionalisme. Dalam hal ini, KKEP bertanggung jawab untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh personel Brimob yang terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana. Mekanisme pengawasan ini melibatkan serangkaian prosedur yang jelas, termasuk laporan pelanggaran, pemeriksaan saksi, hingga penjatuhan sanksi. Sanksi yang diterapkan dapat berupa peringatan, penurunan pangkat, bahkan pemberhentian apabila pelanggaran tersebut terbukti berat.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun mekanisme pengawasan sudah ada, tantangan yang dihadapi dalam penegakan kode etik sering kali terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, proses penegakan hukum dapat terhambat oleh kurangnya bukti atau pengaruh dari pihak-pihak yang terlibat.

Setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi yang dilakukan oleh personel Brimob Polri dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penurunan pangkat atau pemecatan. Selain itu, apabila pelanggaran tersebut melibatkan tindak pidana, seperti penyiksaan atau penyalahgunaan wewenang, maka anggota Polri yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh personel Satuan Brimob tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga pada reputasi Polri sebagai lembaga penegak hukum. Pelanggaran ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme Polri, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk terus mengawasi dan memperbaiki mekanisme pengawasan serta penegakan disiplin bagi setiap anggota Polri, termasuk Brimob.
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka Penulis ingin mencoba menganalisa secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam skripsi. Dari apa yang telah terurai diatas, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Analisis Yuridis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Oleh Personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Yang Melakukan Kasus Tindak Pidana’’.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :
1. Bagaimana bentuk pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh personel Brimob Polda Sumatera Utara dalam perkara kasus tindak pidana ?

2. Bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik profesi polri bagi personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam perkara kasus tindak pidana?

3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dalam perkara kasus tindak pidana?
C. TujuanPenelitian
Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu antara lain :
1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam perkara kasus tindak pidana.

2. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik profesi bagi personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam perkara kasus tindak pidana.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dalam kasus tindak pidana
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam skrispsi ini adalah:
1. Manfaat Teoritis, dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian tentang kode etik profesi kepolisian, dengan mengkaji pelanggaran yang dilakukan oleh personel Brimob Polri dalam penanganan kasus tindak pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan dan penegakan kode etik profesi di institusi kepolisian serta memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran kode etik dalam mendukung profesionalisme aparat penegak hukum. 

2. Manfaat Praktis, dari penelitian ini adalah memberikan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana pelanggaran kode etik dapat terjadi dalam praktik di lapangan, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik di lingkungan Polri, khususnya Satuan Brimob Polda Sumut, dapat lebih ditingkatkan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi institusi Polri dalam memperbaiki sistem pengawasan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan personel terhadap kode etik profesi polri demi menciptakan penegakan hukum yang lebih profesional dan transparan..
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Gambaran Umum Tentang Pelanggaran
1. Pengertian tentang Pelanggaran

Secara umum, pelanggaran merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan, norma, atau hukum yang berlaku dalam suatu sistem sosial atau institusi tertentu. Dalam konteks hukum, pelanggaran diartikan sebagai perbuatan melawan hukum atau bentuk ketidaktaatan terhadap ketentuan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran diartikan sebagai “proses, cara, perbuatan melanggar,” yang berarti tidak menaati atau tidak mematuhi suatu ketentuan yang telah ditetapkan, baik berupa hukum, norma sosial, maupun peraturan kelembagaan tertentu.
 Dalam hukum pidana, pelanggaran dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan pidana selain kejahatan (crime), yang memiliki dampak atau akibat yang lebih ringan, meskipun tetap dapat dikenai sanksi hukum.

Dalam perspektif etika profesi, pelanggaran adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan kode etik yang telah ditetapkan dalam suatu profesi. Kode etik merupakan seperangkat nilai, norma, dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya mencerminkan ketidaktaatan terhadap ketentuan internal profesi, tetapi juga dapat mencoreng nama baik institusi dan melemahkan kepercayaan publik.


Bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya personel Brigade Mobil (Brimob), pelanggaran terhadap kode etik profesi sangat berkaitan erat dengan integritas dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Dalam konteks ini, pelanggaran dapat berbentuk penyalahgunaan wewenang, penggunaan kekerasan yang tidak proporsional dalam penanganan perkara, atau tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Pelanggaran semacam ini tidak hanya berdampak pada institusi Polri secara internal, tetapi juga berpengaruh besar terhadap legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
2. Jenis – Jenis tentang Pelanggaran

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, keberadaan norma dan aturan hukum menjadi landasan utama untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Setiap individu maupun kelompok dituntut untuk taat dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap norma hukum maupun etika yang telah disepakati bersama dapat berdampak pada kerugian pribadi, sosial, hingga terganggunya stabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, penting bagi setiap profesi, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), untuk memahami dan menginternalisasi norma serta kode etik yang mengatur perilaku anggotanya.

Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem penegakan hukum, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit permasalahan yang muncul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, termasuk oleh personel dari satuan khusus seperti Brigade Mobil (Brimob). Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri tidak hanya menimbulkan kerugian hukum dan moral, tetapi juga mengancam wibawa institusi dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, diperlukan klasifikasi yang jelas mengenai jenis-jenis pelanggaran untuk dapat menilai sejauh mana suatu tindakan menyimpang, serta bagaimana upaya penanganan dan sanksi yang tepat dapat diterapkan.

a. Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum adalah segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, baik hukum pidana, perdata, maupun administrasi negara. Dalam konteks pidana, pelanggaran merupakan kategori tindak pidana ringan yang tidak termasuk kejahatan, tetapi tetap diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dapat dikenai sanksi.
 Contoh pelanggaran hukum oleh anggota Polri antara lain adalah tindakan penganiayaan, penyalahgunaan senjata api, dan perusakan barang bukti.

b. Pelanggaran Disiplin

Pelanggaran disiplin adalah pelanggaran terhadap ketentuan peraturan kedinasan atau tata tertib yang berlaku di lingkungan Polri. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yang menjelaskan bahwa pelanggaran disiplin adalah perbuatan anggota Polri yang melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau ketentuan disiplin lain yang tidak termasuk tindak pidana. Contohnya termasuk keterlambatan masuk dinas, tidak memakai seragam sesuai ketentuan, atau meninggalkan tempat tugas tanpa izin.

c. Pelanggaran Kode Etik Profesi

Jenis pelanggaran ini merupakan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan prinsip moral serta profesionalitas yang diatur dalam Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP). Kode etik ini bertujuan membimbing perilaku anggota Polri agar menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan profesionalisme. Pelanggaran kode etik dapat bersifat ringan, sedang, atau berat, tergantung dari dampaknya terhadap institusi dan masyarakat. Contohnya adalah perlakuan diskriminatif terhadap tersangka, tindakan yang mencemarkan nama baik institusi, dan ketidaknetralan dalam menangani kasus.

d. Pelanggaran Etika Sosial dan Moral

Selain hukum dan peraturan internal, anggota Polri juga terikat dengan nilai-nilai etika sosial yang berkembang di masyarakat. Pelanggaran terhadap norma kesopanan, adat, atau nilai sosial tertentu bisa menjadi masalah etika yang mencederai kepercayaan publik. Meskipun tidak selalu diatur secara tertulis dalam peraturan hukum, pelanggaran terhadap norma ini tetap berimplikasi pada reputasi anggota maupun institusi Polri secara keseluruhan.

e.  Pelanggaran Administratif

Jenis pelanggaran ini berkaitan dengan kesalahan dalam prosedur atau kelalaian administrasi dalam pelaksanaan tugas, seperti pemalsuan dokumen laporan, tidak mencatat barang bukti dengan benar, atau tidak menjalankan prosedur penangkapan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Meskipun tidak selalu berdampak langsung seperti tindak pidana, pelanggaran administratif bisa memicu akumulasi kesalahan yang berdampak hukum dan etik lebih besar.
B. Gambaran Umum tentang Kode Etik Profesi Polri
1. Pengertian tentang Kode Etik Profesi Polri
Kode Etik Profesi Polri adalah sekumpulan norma, aturan, dan pedoman perilaku yang harus diikuti oleh setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Kode etik ini berfungsi untuk memberikan pedoman dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang diambil oleh anggota Polri. Kode Etik Profesi Polri mengatur bagaimana seharusnya seorang anggota Polri bertindak dalam situasi tertentu, baik dalam hubungan dengan sesama anggota Polri maupun dengan masyarakat luas.

Kode etik ini sangat penting karena profesi kepolisian berkaitan langsung dengan penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan polisi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang mendasar, seperti keadilan, moralitas, dan hak asasi manusia. Secara garis besar, kode etik ini bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran oleh anggota Polri, menjaga agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan memastikan bahwa tindakan yang diambil selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Kode Etik Profesi Polri juga seringkali merujuk pada berbagai peraturan internal yang disusun oleh Polri, seperti Peraturan Kapolri (Perkap) yang menetapkan berbagai norma dan sanksi untuk tindakan yang melanggar kode etik. Sehingga, kode etik ini menjadi alat kontrol internal yang sangat penting dalam menjaga kualitas dan integritas anggota Polri sebagai aparatur negara yang memiliki kekuasaan dalam menegakkan hukum.

Tujuan dari adanya Kode Etik Profesi Polri adalah untuk: 

a. Meningkatkan Profesionalisme dan Kualitas Kerja Anggota Polri 

Kode Etik berfungsi sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas mereka, memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan mencerminkan kualitas profesional dan etika yang tinggi. Dengan demikian, setiap anggota Polri diharapkan memiliki standar perilaku yang sama dalam menghadapi setiap permasalahan hukum di lapangan. Kode etik ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi, baik dalam hal pengetahuan hukum maupun keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam penegakan hukum. 

b. Menjaga Akuntabilitas dan Integritas Anggota Polri 

Salah satu tujuan utama dari kode etik adalah untuk menjaga agar setiap anggota Polri bertindak sesuai dengan norma hukum dan moral yang ada. Dengan adanya kode etik, anggota Polri diawasi dan diingatkan untuk selalu menjaga akuntabilitas atas setiap tindakan yang mereka ambil dalam menjalankan tugasnya. Hal ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau tindakan yang merugikan masyarakat. 

c. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan 

Kekuasaan yang dimiliki oleh Polri sangat besar, sehingga ada potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota Polri. Untuk itu, kode etik ini bertujuan untuk membatasi ruang gerak penyalahgunaan kekuasaan. Anggota Polri diharapkan dapat menegakkan hukum dengan adil, tanpa pandang bulu, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kode etik menjadi alat untuk mengingatkan mereka agar selalu menjaga prinsip objektivitas dan netralitas dalam bertindak. 

d. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Institusi Polri 

Masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap Polri sebagai penegak hukum yang adil dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, dengan adanya kode etik, diharapkan Polri dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini tentunya akan memperkuat hubungan antara Polri dengan masyarakat, sehingga tercipta saling pengertian dan kepercayaan dalam menjalankan tugas kepolisian. 

e. Menjaga Citra dan Kehormatan Profesi Polri 

Kode etik juga berfungsi untuk menjaga citra dan kehormatan profesi Polri di mata masyarakat. Sebagai institusi yang berhubungan langsung dengan masalah keamanan dan ketertiban, reputasi Polri sangat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan anggotanya. Oleh karena itu, dengan adanya kode etik yang jelas, diharapkan setiap anggota Polri dapat menjaga dan meningkatkan kehormatan profesi mereka. Setiap pelanggaran terhadap kode etik dapat berdampak buruk pada citra Polri, dan oleh karena itu penting untuk menegakkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. 

f. Meningkatkan Disiplin Anggota Polri 

Kode etik juga menjadi pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban anggota Polri. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami batasan-batasan dalam bertindak, serta disiplin dalam menjalankan tugas. Ketika seorang anggota Polri melanggar kode etik, maka hal tersebut menunjukkan ketidaktertiban yang harus diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Jenis – Jenis Kode Etik Kepolisian
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya, yang menjadi landasan moral dan pedoman perilaku bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, ditegaskan bahwa etika profesi bukan hanya mengatur aspek formal penugasan, tetapi juga mencakup integritas pribadi anggota Polri dalam kehidupan sosial dan kedinasan. Dengan demikian, kode etik kepolisian memiliki cakupan yang luas dan bersifat multidimensional, mengatur baik perilaku dalam kedinasan maupun di luar dinas.

Dalam peraturan ini, tidak secara eksplisit dibagi ke dalam “jenis-jenis kode etik” seperti pasal-pasal terpisah, tetapi secara sistematis kode etik ini dapat dikategorikan berdasarkan ranah perilaku yang diatur. Berikut adalah jenis-jenis kode etik profesi kepolisian berdasarkan substansi pengaturannya menurut Perpol No. 7 Tahun 2022:
a. Etika Kenegaraan
Jenis kode etik ini berkaitan dengan perilaku anggota Polri dalam kaitannya dengan negara dan pemerintah. Anggota Polri diwajibkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, tunduk pada konstitusi, dan mendukung kebijakan pemerintah yang sah. Etika ini menuntut loyalitas terhadap negara dan pengabdian penuh kepada kepentingan nasional.

b. Etika Kelembagaan 

Etika kelembagaan mengatur sikap dan perilaku anggota Polri terhadap institusi Polri itu sendiri. Hal ini mencakup loyalitas institusional, menjaga kehormatan dan martabat Polri, mematuhi rantai komando, serta menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur dan nilai-nilai institusi. Pelanggaran terhadap etika ini dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

c. Etika Kemasyarakatan

Etika ini mengatur hubungan anggota Polri dengan masyarakat luas. Anggota Polri diharapkan bersikap humanis, adil, tidak diskriminatif, dan senantiasa melindungi serta mengayomi masyarakat. Dalam praktiknya, ini termasuk cara Polri berinteraksi dalam pelayanan publik, pelaksanaan penegakan hukum, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

d. Etika Kedinasan

Etika kedinasan berkaitan dengan disiplin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ini mencakup kepatuhan terhadap jadwal tugas, profesionalisme dalam pelaksanaan kewajiban, keterlibatan dalam pelatihan, serta menjauhi perbuatan yang menyimpang dalam konteks pekerjaan. Etika ini bertujuan untuk menjaga efektivitas organisasi dan kualitas layanan kepolisian kepada publik.

e. Etika Pribadi

Jenis etika ini mencakup aspek kepribadian dan perilaku anggota Polri dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di luar kedinasan. Anggota Polri dituntut untuk menjaga integritas, menjauhi perbuatan tercela seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian, kekerasan dalam rumah tangga, serta menjaga perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan moral masyarakat.

f. Etika Digital dan Media Sosial

Dalam era digital, muncul pula dimensi baru etika profesi yakni perilaku anggota Polri di ruang digital. Ini termasuk penggunaan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, atau konten negatif lainnya yang dapat mencoreng nama baik institusi. Etika ini menjadi krusial mengingat era keterbukaan informasi dan dampak viralitas konten di masyarakat.

Dengan klasifikasi ini, kode etik Polri tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam membangun budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan, keadilan, dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, pemahaman dan internalisasi kode etik oleh setiap anggota Polri merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh personel Brimob dapat terjadi dalam berbagai bentuk tindakan yang melanggar norma-norma moral, hukum, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam kode etik. Dalam hal ini, Brimob (Brigade Mobil) sebagai satuan elit Polri yang bertugas dalam operasi-operasi khusus dan penanggulangan kerusuhan memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya dengan profesional dan etis. Oleh karena itu, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh personel Brimob sangat berpotensi merusak citra Polri dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
1) Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik oleh Personel Brimob
a. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika personel Brimob menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam situasi tertentu, personel Brimob mungkin terlibat dalam tindakan yang melebihi batas kewenangan mereka, seperti melakukan penangkapan tanpa dasar hukum yang sah atau mengintimidasi masyarakat. Penyalahgunaan wewenang ini melanggar prinsip-prinsip kode etik yang mengharuskan anggota Polri untuk selalu bertindak dengan profesional dan sesuai prosedur. Contoh Kasus, Anggota Brimob yang menggunakan kekuatan fisik berlebihan untuk membubarkan kerusuhan tanpa mengikuti prosedur yang jelas atau menggunakan wewenang secara tidak sah dalam penanganan kasus tertentu.
b. Tindak Kekerasan Berlebihan

Pelanggaran kode etik yang terkait dengan kekerasan berlebihan merujuk pada penggunaan kekuatan fisik yang tidak proporsional dalam menjalankan tugas. Tindakan ini sering kali terjadi dalam situasi yang penuh tekanan, misalnya saat Brimob harus menangani kerusuhan atau demonstrasi. Namun, tindakan kekerasan yang berlebihan, seperti penggunaan senjata api tanpa pertimbangan yang matang, jelas melanggar etika dan bisa menyebabkan korban jiwa atau cedera serius. Contoh Kasus, Anggota Brimob yang terlibat dalam operasi pengendalian massa, namun menggunakan kekuatan fisik atau senjata api tanpa mempertimbangkan risiko keselamatan masyarakat yang tidak terlibat.

c. Penyalahgunaan Fasilitas atau Aset Polri

Personel Brimob yang menggunakan fasilitas atau aset Polri, seperti kendaraan atau senjata, untuk kepentingan pribadi atau non-dinas juga melanggar kode etik. Penyalahgunaan fasilitas Polri merusak integritas dan profesionalisme institusi Polri, karena menunjukkan adanya ketidakdisiplinan dan penyalahgunaan sumber daya negara. Contoh Kasus, Personel Brimob yang menggunakan kendaraan dinas Polri untuk keperluan pribadi atau menggunakan senjata untuk tujuan yang tidak sah. 

d. Penyalahgunaan Narkotika
Penyalahgunaan narkotika di kalangan personel Brimob bukan hanya masalah individu, tetapi juga ancaman serius bagi efektivitas dan integritas organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kinerja, disiplin, dan citra Brimob, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif. Contoh Kasus, hasil pemeriksaan urine dari personel Brimob Sumut yang menyalahgunakan Narkotika.

2) Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik oleh Brimob
a. Faktor utama yang menyebabkan pelanggaran kode etik oleh personel Brimob adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai. Pelatihan yang tidak mencakup aspek etika dan moralitas dalam tugas kepolisian dapat menyebabkan personel Brimob tidak menyadari pentingnya integritas dan etika dalam menjalankan tugasnya.

b. Tekanan dalam lingkungan kerja dan sosial, baik dari atasan, rekan sejawat, atau masyarakat, bisa mempengaruhi perilaku anggota Brimob. Tekanan tersebut dapat menyebabkan mereka melakukan pelanggaran kode etik untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memenuhi harapan atasan.

c. Faktor pribadi, seperti motivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau ketidakpuasan dengan kondisi pekerjaan, juga dapat mendorong personel Brimob untuk melanggar kode etik. Pengaruh lingkungan yang negatif, seperti budaya organisasi yang tidak sehat atau adanya praktik buruk yang sudah dianggap biasa, juga menjadi faktor penyebab pelanggaran.

d. Pengawasan yang tidak ketat dan kurangnya penegakan disiplin yang tegas dapat menyebabkan personel Brimob merasa bebas untuk melanggar kode etik tanpa takut mendapat sanksi. Ini juga memperburuk masalah etika dalam organisasi kepolisian.

3) Dampak Pelanggaran Kode Etik terhadap Institusi Polri 

a. Kerusakan Citra Polri, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh personel Brimob dapat merusak citra Polri di mata masyarakat. Tindakan yang tidak profesional atau melanggar hukum akan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi Polri sebagai lembaga penegak hukum yang adil dan tepercaya.
b. Penurunan Moral dan Disiplin di Kalangan Anggota Polri, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh personel Brimob dapat menurunkan moral dan disiplin anggota Polri lainnya. Jika pelanggaran tidak segera ditindaklanjuti, ini dapat menimbulkan rasa tidak adil di kalangan anggota lain yang berusaha menjaga integritas dan etika mereka.
c. Peningkatan Konflik Sosial dan Ketegangan Masyarakat, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Brimob, terutama dalam penanganan demonstrasi atau kerusuhan, dapat meningkatkan ketegangan antara masyarakat dan Polri. Penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tindakan represif dapat memperburuk hubungan antara Polri dan masyarakat.
e. Hilangnya Kepercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum, pelanggaran kode etik yang dibiarkan begitu saja dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum secara keseluruhan. Kepercayaan adalah kunci untuk menjamin keberhasilan tugas-tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
C. Gambaran Umum Tentang Profesi Polri

1. Pengertian tentang Profesi Polri

Profesi merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu, diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus, serta memiliki standar etika dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Dalam konteks ini, profesi bukan sekadar mata pencaharian, melainkan juga panggilan moral yang mengandung komitmen terhadap nilai-nilai luhur, seperti kejujuran, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat.

Profesi Kepolisian atau Profesi Polri merupakan bentuk khusus dari profesi dalam bidang penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum yang dijalankan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan keamanan dalam negeri.
Dalam literatur profesi, terdapat beberapa kriteria utama yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dikategorikan sebagai profesi, yaitu:

1) Keahlian khusus (specialized knowledge), 

2) Pendidikan dan pelatihan formal, 

3) Standar etika dan moral, 

4) Tanggung jawab sosial dan hukum, serta 

5) Komitmen terhadap pelayanan masyarakat
Jika dibandingkan dengan kriteria tersebut, maka profesi Polri memenuhi semua unsur tersebut. Anggota Polri dibentuk melalui pendidikan formal di lembaga pendidikan Polri (seperti SPN, Akpol, maupun Lemdiklat Polri), dibekali pengetahuan hukum, taktik kepolisian, psikologi massa, hingga teknik forensik. Selain itu, terdapat standar kode etik profesi dan komitmen terhadap perlindungan HAM, yang menjadi bagian integral dalam tugas kepolisian sehari-hari.
Mulyana, dinyatakan bahwa profesi kepolisian memiliki dua dimensi utama: pertama, sebagai penjaga ketertiban sosial (social order guardian), dan kedua, sebagai penegak hukum yang berkeadilan. Kedua dimensi ini menuntut adanya profesionalisme dan komitmen moral yang tinggi dari setiap anggota Polri.

Profesi Polri kerap menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Secara internal, tantangan dapat berupa penyimpangan perilaku anggota, pelanggaran etika, dan rendahnya integritas. Sedangkan secara eksternal, tekanan politik, ekspektasi masyarakat yang tinggi, serta perkembangan teknologi dan kejahatan siber menambah kompleksitas dalam pelaksanaan tugas Polri. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai profesionalisme dan etika menjadi kebutuhan mutlak agar profesi ini tetap mendapatkan legitimasi sosial dan kepercayaan publik.

Dengan demikian, profesi Polri tidak hanya bermakna sebagai pekerjaan teknis keamanan, tetapi merupakan profesi sosial dan moral yang berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional, penegakan hukum, dan keadilan sosial. Hal ini menjadikan Polri sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

2. Macam-Macam tentang Profesi Polri

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada warga negara. Di dalam institusi Polri, terdapat berbagai macam profesi atau bidang tugas yang memiliki peran dan fungsi spesifik, sesuai dengan kebutuhan operasional dan tantangan sosial yang dihadapi. Setiap profesi dalam Polri memiliki standar kompetensi, pelatihan khusus, dan tanggung jawab tersendiri yang saling mendukung dalam mewujudkan tugas-tugas kepolisian secara profesional dan berintegritas. Berikut ini adalah beberapa macam profesi yang terdapat dalam Polri:

a. Reskrim (Reserse Kriminal)
Reskrim merupakan salah satu bagian dalam Polri yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidik tindak pidana, mengawasi proses penyidikan, serta melakukan identifikasi dan analisa kasus. 
b. Brimob (Brigade Mobil) 

Brimob adalah satuan elit Polri yang memiliki kemampuan khusus dalam menangani situasi berisiko tinggi, seperti aksi terorisme, kerusuhan massa, penjinakan bahan peledak (Jihandak), serta penyelamatan sandera. Anggota Brimob dilatih secara intensif dalam taktik tempur dan penggunaan senjata api berat.

c. Polisi Lalu Lintas (Polantas) 

Profesi Polantas berfokus pada pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum lalu lintas. Mereka juga bertugas dalam menangani kecelakaan lalu lintas serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan berkendara.
d. Samapta Bhayangkara (Sabhara) 

Sabhara merupakan unsur pelaksana tugas umum yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara langsung. Anggota Sabhara sering terlibat dalam patroli rutin, pengamanan kegiatan masyarakat, pengawalan, serta pengamanan objek vital.

e. Intelijen dan Keamanan (Intelkam) 
Profesi ini berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi untuk mendeteksi serta mencegah potensi gangguan keamanan. Intelkam berperan sebagai mata dan telinga Polri dalam hal informasi strategis.

f. Pembinaan Masyarakat (Binmas) 
Polisi Binmas menjalankan tugas penyuluhan, bimbingan, dan kemitraan dengan masyarakat. Tujuan utama dari profesi ini adalah untuk menciptakan kedekatan antara Polri dengan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan.

g. Polisi Perairan dan Udara (Polairud) 

Profesi ini bertugas menjaga keamanan wilayah perairan dan udara, seperti laut, sungai, dan danau. Polairud juga menangani tindak kejahatan di laut, kegiatan penyelamatan, serta pengawasan terhadap aktivitas maritim. 

h. Dokter dan Tenaga Kesehatan Polri (Dokkes) 
Dokkes berperan dalam pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan keluarganya serta masyarakat umum. Mereka juga terlibat dalam proses identifikasi forensik, visum et repertum, dan pertolongan korban bencana. 
i. Inafis (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) 
Inafis merupakan unit yang memiliki spesialisasi dalam identifikasi forensik, seperti pengambilan sidik jari, identifikasi jenazah korban kecelakaan, atau kejahatan berat. Inafis bekerja sama erat dengan penyidik dalam proses pengungkapan kasus kriminal.
D. Gambaran Umum tentang Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan inti dari kajian hukum pidana dan menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai tindakan dapat berpotensi merugikan individu maupun negara, sehingga negara melalui hukum pidana berwenang mengatur dan memberikan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap melanggar norma hukum dan moral masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara konseptual mengenai apa itu tindak pidana dan bagaimana klasifikasinya dalam sistem hukum Indonesia. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "tindak pidana" memang tidak secara eksplisit didefinisikan, namun para ahli hukum seperti Moeljatno dan R. Soesilo telah memberikan definisi yang banyak dijadikan rujukan. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asalkan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. 

1. Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang. Dalam hukum pidana Indonesia, istilah “tindak pidana” digunakan sebagai pengganti dari istilah “peristiwa pidana” (strafbaar feit), yang merujuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang serta dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman pidana, apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi pidana terhadap pelakunya. Sedangkan R. Soesilo menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dihukum, artinya perbuatan itu melawan hukum dan telah ditentukan pidananya dalam undang-undang.

2. Macam-Macam Tindak Pidana
Tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, antara lain: 

a.  Berdasarkan Bentuk Kesalahan Pelaku 

1) Tindak Pidana Dolus (Sengaja), dilakukan dengan kesadaran penuh oleh pelaku, dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Misalnya: pembunuhan berencana, perampokan, penggelapan. 

2) Tindak Pidana Culpa (Kelalaian), erjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku, bukan karena kesengajaan. Contoh: kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian karena pengemudi lalai.

b. Berdasarkan Objek yang Diserang 

1) Tindak Pidana terhadap Jiwa atau Nyawa Misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan berat, atau percobaan bunuh diri yang dilakukan secara aktif terhadap orang lain. 

2) Tindak Pidana terhadap Harta Benda Seperti pencurian (Pasal 362 KUHP), perampokan, perusakan, atau penipuan. 

3) Tindak Pidana terhadap Kesusilaan Contohnya: pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), perzinahan, dan pelecehan seksual. 

4) Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum dan Negara Misalnya: makar (Pasal 104 KUHP), penghasutan (Pasal 160 KUHP), dan kejahatan terhadap keamanan negara. 

c. Berdasarkan Sifatnya 

1) Tindak Pidana Umum Adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan biasanya menyerang kepentingan individu atau masyarakat umum, seperti pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan. 

2) Tindak Pidana Khusus Merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP dan biasanya dilakukan dalam kapasitas tertentu atau berkaitan dengan aspek-aspek khusus. Contoh: 

a) Korupsi (diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) 

b) Tindak pidana narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) Tindak pidana terorisme (UU No. 5 Tahun 2018) 

c) Tindak pidana pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010) 

d) Tindak pidana penyalahgunaan data kependudukan dan informasi elektronik (UU ITE dan UU Administrasi Kependudukan) 

d. Berdasarkan Prosedur Penuntutannya 

1) Delik Biasa Dapat langsung diproses oleh aparat penegak hukum tanpa perlu aduan dari korban. Misalnya: pembunuhan, pencurian. 

2) Delik Aduan Hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Contohnya: perzinahan, pencemaran nama baik.

BAB III METODE PENELITIAN
Metode berasal dari bahasa Yunani methodos, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu.
 Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. 

Penelitian merupakan terjemah dari kata research yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengum - pulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan.

Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia

A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis penelitian
Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis, baik yang ada dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian hukum, maupun keputusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis norma-norma hukum yang ada dalam bentuk teks hukum untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penerapan, interpretasi, dan implementasi hukum tersebut dalam praktek.

Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif sebagai penelitian yang meneliti tentang norma hukum yang berlaku di suatu negara berdasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Penelitian ini juga berkaitan dengan studi mengenai hukum positif dan penerapannya dalam masyarakat.

Sri Haryati, penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian yang berfokus pada kajian terhadap hukum yang tertulis sebagai norma yang mengikat dan berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat atau prosedur sosial secara langsung, melainkan fokus pada isi atau teks peraturan yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan hukum lainnya.

Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, Dalam konteks analisis pelanggaran kode etik profesi oleh personel Brimob Polri, penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menggali peraturan perundang-undangan, peraturan internal Polri, serta doktrin yang mengatur mengenai kode etik profesi kepolisian dan kewajiban serta disiplin personel Polri. Penelitian ini tidak berfokus pada wawancara atau observasi langsung terhadap praktik di lapangan, tetapi lebih kepada menganalisis dan menginterpretasi norma hukum yang ada untuk melihat apakah ada kesesuaian atau pelanggaran dalam penerapannya. 

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskritif, yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum
 yang berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena atau situasi tertentu tanpa melakukan perubahan atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Penelitian deskriptif berfokus pada pengumpulan data yang relevan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang dibahas.
B. SumberData
Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer
Bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan Hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan, penafsiran, atau analisis lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Berbeda dengan bahan hukum primer yang berupa peraturan, undang-undang, atau putusan pengadilan yang langsung mengikat, bahan hukum sekunder bersifat interpretatif dan dapat membantu memperjelas atau memperluas pemahaman terhadap aturan hukum yang ada. Bahan ini sangat penting dalam proses penelitian hukum karena menyediakan konteks atau opini dari para ahli yang memperkaya pemahaman kita terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder umumnya digunakan untuk memahami lebih lanjut dan memperjelas bahan hukum primer.seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah. Soerjono Soekanto, bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman pejajahan yang hingga kini masih berlaku.

3. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan informasi lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan sekunder, tetapi tidak langsung berhubungan dengan peraturan atau hukum itu sendiri. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai panduan atau alat bantu dalam menemukan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber ini lebih bersifat informatif dan tidak memberikan penjelasan atau interpretasi hukum yang mendalam seperti bahan hukum sekunder.

Bahanyang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah sulit.

C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:
1. Studi kepustakaan (Library Research)  yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Offline, yaitu pengumpulan data penelitian kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam proses penelitian.

b. Online, yaitu penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mencari media internet seperti e-book, e-journal dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan proses penelitian ini.
2. Studi lapangan (Field Research) adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data. Tujuannya untuk menjawab rumusan permasalahan didalam penelitian ini.
D. Analisis Data
Analisis Data adalah proses mengumpulkan, mengorganisasi, memeriksa, dan menafsirkan data untuk menemukan pola, tren, atau informasi yang berguna dalam membuat keputusan atau kesimpulan. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berarti, yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, memecahkan masalah, atau memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif induktif, dapat dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistimatik dengan menjelaskan hubungan antara berbagai bahan hukum dan selanjutnya bahan hukum diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara diskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan juga memberi solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN 

A. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Oleh Personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang melakukan Kasus Tindak Pidana 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu unsur penting dalam tubuh Polri adalah Brigade Mobil (Brimob), yaitu satuan elit yang memiliki tugas-tugas khusus, termasuk penanganan aksi terorisme, kerusuhan massa, serta penindakan terhadap tindak pidana dengan risiko tinggi. 
Pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya di lingkungan Satuan Brimob Polda, terdapat berbagai bentuk pelanggaran kode etik profesi yang dapat terjadi dalam penanganan kasus tindak pidana. Pelanggaran yang paling menonjol adalah penyalahgunaan wewenang dalam bentuk penggunaan kekerasan secara berlebihan. Tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap anggota Polri. Selain itu, seringkali ditemukan perilaku personel yang menunjukkan sikap tidak profesional, seperti intimidasi, tindakan arogansi, dan penggunaan kata-kata kasar kepada masyarakat maupun tersangka. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma etika kepolisian, tetapi juga menciptakan ketakutan dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi Polri.
Lebih jauh, terdapat pula bentuk pelanggaran yang melibatkan unsur pidana, seperti keterlibatan personel dalam pemerasan, penyiksaan terhadap tahanan, atau bahkan kolusi dengan pelaku kejahatan. Dalam kasus yang lebih serius, personel Brimob dapat melakukan manipulasi terhadap proses hukum, misalnya dengan menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi keterangan saksi. Tindakan tersebut jelas merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip kejujuran dan integritas yang merupakan pilar dalam kode etik profesi Polri. Tidak kalah penting, pelanggaran juga dapat terjadi di luar konteks kedinasan, seperti perilaku menyimpang dalam kehidupan sosial, termasuk konsumsi alkohol secara berlebihan, perkelahian di tempat umum, atau tindakan asusila. Meskipun dilakukan di luar jam tugas, pelanggaran ini tetap berdampak terhadap citra institusi kepolisian karena anggota Polri dituntut menjaga integritas moral dalam segala aspek kehidupannya.
Keseluruhan bentuk pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai etika profesi belum berjalan optimal dalam lingkungan Brimob. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pembinaan dan pengawasan, serta penegakan sanksi etik yang tegas, konsisten, dan transparan. Dengan demikian, diharapkan setiap personel Brimob dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika profesi serta menjunjung tinggi kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebagai aparat penegak hukum yang bermartabat.
Dalam menjalankan tugasnya, personel Brimob dituntut untuk selalu profesional, proporsional, dan berpegang pada norma hukum serta kode etik profesi kepolisian. Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan tindakan personel Brimob yang menyimpang dari ketentuan etika dan hukum. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi tersebut menjadi sorotan karena dapat mencoreng citra institusi dan menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Kode etik profesi Polri pada prinsipnya mengatur perilaku anggota kepolisian baik dalam lingkup tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Polri wajib menjunjung tinggi kejujuran, keberanian moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. 

Ketika personel Brimob menyimpang dari nilai-nilai tersebut dalam penanganan kasus tindak pidana, seperti menggunakan kekuatan secara berlebihan, melakukan kekerasan fisik yang tidak proporsional, atau bahkan menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi, maka tindakan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran kode etik. Hal ini tidak hanya berdampak secara internal, tetapi juga menimbulkan tekanan eksternal dari masyarakat, media, dan lembaga pengawas.

Salah satu bentuk pelanggaran kode etik yang sering ditemukan dalam konteks tugas Brimob adalah penggunaan kekuatan secara berlebihan (excessive use of force). Dalam situasi pengamanan unjuk rasa atau penangkapan tersangka kejahatan, penggunaan kekerasan sering kali tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Brimob memang dibekali dengan kemampuan dan perlengkapan taktis untuk menghadapi ancaman bersenjata atau massa yang anarkis, tetapi sering terjadi bahwa penggunaan kekerasan tersebut tidak lagi didasarkan pada penilaian objektif terhadap ancaman, melainkan atas dasar kemarahan, balas dendam, atau tekanan emosional sesaat. 

Dalam beberapa kasus, bahkan terjadi tindakan pemukulan terhadap tersangka yang telah ditangkap dan tidak lagi memberikan perlawanan. Padahal, prinsip dasar dalam hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia mengakui hak asasi setiap tersangka untuk diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan.

Selain itu, bentuk pelanggaran lainnya adalah penyalahgunaan wewenang, seperti melakukan penggeledahan atau penangkapan tanpa prosedur hukum yang sah. Personel Brimob dalam beberapa kejadian melakukan tindakan represif tanpa surat perintah atau dasar hukum yang kuat. Misalnya, dalam penggerebekan wilayah-wilayah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pelaku kejahatan, terdapat laporan dari masyarakat mengenai intimidasi terhadap warga yang tidak terkait langsung dengan kasus. 

Praktik semacam ini menyalahi prinsip due process of law dan bertentangan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana. Dalam banyak kejadian, tindakan ini dilakukan dengan dalih “keadaan darurat” atau “perintah pimpinan,” padahal tetap tidak dapat dibenarkan secara etik maupun hukum.

Pelanggaran etika juga terjadi dalam bentuk diskriminasi dalam perlakuan hukum, di mana personel Brimob berlaku keras kepada kelompok tertentu, sementara bersikap lunak kepada kelompok lainnya. Hal ini mencerminkan tidak adanya prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Diskriminasi bisa muncul karena tekanan dari pihak tertentu, intervensi kekuasaan, atau karena stereotip terhadap kelompok masyarakat tertentu, misalnya kelompok minoritas atau aktivis yang kritis terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, tindakan Brimob bukan hanya melanggar etika profesi, tetapi juga dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Tindakan personel Brimob yang menutupi pelanggaran rekan sesama anggota, atau “loyalitas korps” yang berlebihan, juga termasuk pelanggaran kode etik. Dalam banyak kasus, pelanggaran etika atau bahkan pelanggaran hukum tidak ditindaklanjuti secara adil karena adanya solidaritas internal yang kuat. 

Fenomena ini disebut sebagai code of silence, yaitu kecenderungan untuk tidak melaporkan atau menutupi kesalahan rekan sejawat. Ini menjadi penghalang utama dalam upaya reformasi internal dan menjadikan lembaga Polri, khususnya satuan Brimob, rawan terhadap impunitas. Praktik semacam ini menurunkan moral institusi dan memperbesar jarak antara aparat penegak hukum dengan masyarakat yang mengharapkan transparansi dan akuntabilitas.

Laporan Komnas HAM dan media investigatif juga mencatat bahwa dalam beberapa operasi penegakan hukum, personel Brimob terlibat dalam tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip etik, seperti pemalsuan barang bukti, penghilangan data rekaman CCTV, serta manipulasi berita acara pemeriksaan. Bentuk pelanggaran semacam ini sangat serius karena berdampak pada keadilan proses hukum, dan bahkan bisa membebaskan pelaku kejahatan asli atau menjerumuskan orang yang tidak bersalah. Praktik semacam ini biasanya dilakukan secara terorganisir dan sulit dibuktikan, kecuali ada keberanian dari anggota internal atau saksi dari luar yang melaporkan secara resmi.

Pelanggaran kode etik profesi oleh personel Brimob juga dapat terjadi dalam aspek interaksi dengan media dan publik. Ketika personel Brimob menyebarkan informasi yang belum diverifikasi, atau bahkan memanipulasi informasi untuk membentuk opini publik yang menyudutkan tersangka, maka hal itu juga merupakan bentuk pelanggaran etik. 

Dalam Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, disebutkan bahwa anggota Polri harus memperlakukan setiap individu secara netral dan tidak boleh menyebarluaskan informasi yang bisa memicu konflik sosial atau mempermalukan seseorang sebelum proses hukum selesai. Penyalahgunaan media sosial oleh anggota Polri juga kerap menjadi masalah, di mana konten kekerasan atau operasi diam-diam dibagikan secara publik tanpa izin dan tujuan edukatif yang jelas.

Secara kelembagaan, pelanggaran etik oleh personel Brimob menandakan masih lemahnya sistem pengawasan internal dan budaya etik di lingkungan kepolisian. Meskipun Polri telah membentuk Divisi Propam dan Komisi Kode Etik, penanganan terhadap pelanggaran masih sering dianggap tidak transparan dan cenderung melindungi pelaku. Banyak laporan pelanggaran etika yang tidak sampai pada sanksi serius atau bahkan berakhir dengan pemutihan. Hal ini menimbulkan persepsi publik bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil di internal kepolisian, dan berdampak buruk terhadap legitimasi institusi Polri secara keseluruhan.

Dengan demikian, bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi oleh personel Brimob dalam penanganan tindak pidana merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian baik dari internal kepolisian maupun masyarakat sipil. Solusi terhadap permasalahan ini bukan hanya melalui penegakan sanksi terhadap pelanggar, tetapi juga dengan memperkuat pelatihan etika, membangun budaya transparansi, serta memperluas partisipasi publik dalam pengawasan institusi kepolisian. Hanya dengan cara itu, reformasi institusi Polri, termasuk Brimob, dapat berjalan secara menyeluruh dan kredibel.
B. Mekanisme Pengawasan Dan Penegakan Kode Etik Profesi Bagi Personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Dalam Perkara Kasus Tindak Pidana 

Pada dasarnya, setiap institusi kepolisian memiliki kode etik profesi yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh anggotanya, termasuk personel Brimob Polri. Kode etik ini dirancang untuk menjaga profesionalisme, integritas, serta tanggung jawab moral dan hukum dalam melaksanakan tugas kepolisian, terutama dalam penanganan kasus tindak pidana yang sering melibatkan ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat.

Indonesia, satuan Brimob (Brigade Mobil) Polri memiliki peran yang sangat strategis dalam tugas penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan penanganan situasi-situasi darurat, kerusuhan massa, terorisme, dan tindakan kriminal lainnya yang melibatkan ancaman besar terhadap keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan kode etik profesi pada personel Brimob sangat penting untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan profesionalisme yang tinggi dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku
.
Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik profesi Polri, termasuk yang dilakukan oleh personel Satuan Brimob Polda dalam menangani kasus tindak pidana, merupakan bagian integral dari sistem pembinaan internal Polri yang bertujuan untuk menjaga disiplin, profesionalisme, dan integritas aparat kepolisian. Mekanisme pengawasan ini secara struktural dilakukan oleh Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan) Polri di tingkat Mabes serta oleh Bidang Propam di tingkat kepolisian daerah (Polda). Dalam konteks ini, Propam bertugas untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran kode etik, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Brimob saat menjalankan fungsi penegakan hukum. Selain itu, fungsi pengawasan juga dapat dilakukan secara fungsional oleh atasan langsung dalam satuan kerja, yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi disipliner ringan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika.
Dalam hal ditemukan indikasi kuat terjadinya pelanggaran etik yang serius, maka proses penegakan kode etik akan dilanjutkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Komisi ini bertugas memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri, termasuk dari satuan Brimob, serta menetapkan bentuk sanksi yang sesuai, baik berupa sanksi moral, administratif, hingga rekomendasi pemecatan tidak dengan hormat apabila pelanggaran tersebut tergolong berat. Penegakan melalui KKEP didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang mengatur secara rinci tentang tata cara persidangan dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan.
Selain pengawasan internal, pengawasan eksternal juga dapat dilakukan oleh lembaga seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komnas HAM, dan lembaga pengawas independen lainnya, khususnya apabila pelanggaran menyangkut hak-hak warga negara atau dugaan kekerasan yang melampaui batas. Di sisi lain, penguatan budaya organisasi yang berlandaskan etika juga penting dalam mencegah pelanggaran. Oleh karena itu, upaya peningkatan integritas dan reformasi birokrasi di tubuh kepolisian harus dilakukan secara berkesinambungan melalui pendidikan etika, pembinaan mental, dan pelatihan profesionalisme.
Mekanisme pengawasan dan penegakan ini bukan hanya berfungsi sebagai alat penindak, tetapi juga sebagai sarana korektif dan preventif agar personel Polri, termasuk di lingkungan Brimob, selalu berada dalam koridor etika profesi. Keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada ketegasan struktur komando, keberanian dalam menindak pelanggaran tanpa tebang pilih, serta komitmen institusi dalam menjaga marwah hukum dan etika kepolisian di mata publik.
Pengawasan terhadap personel Brimob Polri dilakukan melalui mekanisme internal yang ditetapkan oleh kepolisian, baik dari tingkat pusat hingga ke tingkat kesatuan di lapangan. Beberapa bentuk pengawasan internal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan melalui Pembinaan dan Pelatihan
Pengawasan terhadap personel Brigade Mobil (Brimob) Polri tidak hanya dilakukan dalam bentuk penegakan disiplin setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga melalui pendekatan preventif berupa pembinaan dan pelatihan. Pembinaan dan pelatihan ini bertujuan untuk membangun integritas, meningkatkan kompetensi, dan memastikan pemahaman terhadap tanggung jawab hukum serta etika profesi yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota Brimob.

Pelatihan yang diberikan kepada personel Brimob mencakup berbagai materi penting seperti etika profesi kepolisian, hak asasi manusia (HAM), prosedur standar operasional (SOP) dalam penanganan tindak pidana, serta pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan pembekalan ini, diharapkan personel Brimob mampu menjalankan tugas secara profesional, bertindak proporsional dalam situasi kritis, serta menghindari penyalahgunaan wewenang yang berpotensi mencederai hukum dan menciptakan ketidakpercayaan publik.

Selain materi teoritis, pembinaan juga dilakukan melalui praktik lapangan dan simulasi, yang bertujuan untuk melatih personel agar siap menghadapi berbagai kondisi di lapangan secara taktis namun tetap mengedepankan pendekatan hukum yang adil dan beradab. Secara keseluruhan, pembinaan ini merupakan bentuk pengawasan internal yang bersifat proaktif, karena bertujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sekaligus memastikan bahwa seluruh anggota Brimob memahami konsekuensi hukum atas setiap tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya.

2. Penyuluhan tentang Kode Etik Profesi
Dalam rangka menjaga profesionalisme, setiap personel Brimob Polri diberi pemahaman yang jelas mengenai kode etik profesi. Kode etik ini memuat standar perilaku yang diharapkan dari setiap anggota Polri, termasuk sikap disiplin, kejujuran, serta kewajiban untuk tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan masyarakat atau negara. 

Salah satu bentuk pengawasan preventif terhadap personel Brigade Mobil (Brimob) Polri adalah melalui penyuluhan secara berkala mengenai kode etik profesi Polri. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip etika yang mengatur perilaku dan tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, baik di dalam institusi maupun ketika berinteraksi dengan masyarakat.

Kode etik profesi Polri mencakup berbagai aspek, antara lain sikap disiplin, integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan larangan melakukan penyimpangan dalam bentuk apa pun yang dapat merugikan masyarakat maupun merusak citra institusi Polri. Melalui penyuluhan ini, personel Brimob diberikan pemahaman bahwa pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian secara keseluruhan.

Penyuluhan dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti ceramah, diskusi kelompok, pemutaran video edukatif, serta simulasi kasus pelanggaran etika. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan mencakup penjelasan tentang nilai-nilai dasar Polri (Tribrata dan Catur Prasetya), serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap personel yang terbukti melanggar kode etik. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika dan hukum, serta mendorong personel agar bersikap proaktif dalam menjaga kehormatan profesi.

3. Pengawasan Operasional di Lapangan
Pengawasan juga dilakukan melalui pemantauan langsung terhadap pelaksanaan tugas personel Brimob di lapangan, seperti dalam menangani kasus tindak pidana. Pemantauan ini melibatkan atasan langsung, penyidik, serta pengawas internal yang melakukan pengecekan terhadap prosedur penanganan, penggunaan kekuatan, dan keputusan yang diambil dalam suatu operasi atau tindakan hukum. 

Pengawasan terhadap personel Brimob Polri juga dilaksanakan secara langsung di lapangan, khususnya saat mereka menjalankan tugas dalam menangani kasus tindak pidana. Bentuk pengawasan ini dikenal sebagai pengawasan operasional, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh anggota Brimob dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan prosedur hukum dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Pengawasan operasional dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk atasan langsung, penyidik, serta pengawas internal seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Mereka bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap hal-hal seperti penggunaan kekuatan, penangkapan, penggeledahan, serta interaksi dengan tersangka dan masyarakat. Pengawasan ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan yang berlebihan (excessive use of force) di lapangan.

Dalam beberapa operasi, diterapkan mekanisme laporan kegiatan secara berkala dan pemeriksaan langsung di tempat (spot check) untuk memastikan bahwa personel bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hal ini juga menjadi dasar dalam evaluasi terhadap profesionalisme dan kepatuhan anggota terhadap kode etik dan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan operasional ini tidak hanya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan agar anggota lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang diambil.

4. Penyelidikan dan Pemeriksaan Internal
Dugaan pelanggaran kode etik atau hukum, Polri memiliki mekanisme penyelidikan dan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Proses ini bertujuan untuk menilai apakah ada pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh personel Brimob, serta untuk memberikan sanksi yang sesuai jika terbukti bersalah.

Penyelidikan internal dilakukan untuk mengumpulkan bukti awal dan mengklarifikasi informasi yang mengarah pada indikasi pelanggaran oleh personel. Selanjutnya, jika ditemukan cukup bukti, Propam akan melakukan pemeriksaan formal terhadap anggota yang bersangkutan, termasuk memeriksa saksi, mengakses dokumen terkait, dan menguji kesesuaian tindakan personel dengan ketentuan kode etik serta peraturan perundang-undangan.

Proses ini bertujuan untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan personel Brimob telah melanggar prinsip-prinsip dasar profesi, seperti integritas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jika pelanggaran terbukti, Propam memiliki wewenang untuk merekomendasikan sanksi administratif, disiplin, hingga proses pidana bila pelanggaran tersebut menyentuh aspek hukum.

Menjamin akuntabilitas dan integritas institusi, mekanisme ini juga menjadi bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya proses penyelidikan dan pemeriksaan internal yang transparan dan tegas, diharapkan citra Polri, khususnya satuan Brimob, dapat terus terjaga dan meningkat.

Selain pengawasan internal, terdapat juga pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain untuk memastikan bahwa personel Brimob Polri tetap beroperasi sesuai dengan standar hukum dan kode etik. Pengawasan eksternal ini meliputi: 

a. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Kompolnas memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri secara umum, termasuk Brimob. Kompolnas dapat melakukan pemantauan terhadap prosedur penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan Brimob untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran kode etik.

b. Masyarakat dan Media
Pengawasan dari masyarakat juga merupakan bentuk pengawasan eksternal yang tidak kalah penting. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi tindakan Polri, termasuk Brimob, dapat membantu menjaga transparansi dalam penanganan kasus tindak pidana. Media massa juga berperan dalam mengungkap kasus-kasus yang mungkin melibatkan pelanggaran kode etik, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memberikan kritik yang konstruktif.
Penegakan kode etik profesi di Polri, termasuk untuk personel Brimob, berfungsi untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika profesi. Kode etik profesi ini mencakup beberapa prinsip dasar, antara lain: 

1) Profesionalisme dan Integritas

Profesionalisme dan integritas merupakan dua prinsip fundamental yang wajib dimiliki oleh setiap personel Brigade Mobil (Brimob) Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Profesionalisme mencakup kemampuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar operasional dan etika profesi kepolisian. Artinya, setiap tindakan yang diambil oleh personel Brimob harus dilandasi oleh kompetensi teknis, kepatuhan terhadap hukum, serta pertimbangan etis yang matang, khususnya dalam menangani situasi berisiko tinggi seperti pengamanan unjuk rasa, penanggulangan terorisme, dan operasi penegakan hukum lainnya.
Sementara itu, integritas mengacu pada konsistensi dalam menjunjung nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan umum. Seorang personel Brimob yang berintegritas tidak hanya menaati aturan secara formal, tetapi juga menjauhi segala bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan wewenang, kekerasan yang tidak proporsional, korupsi, maupun kolusi dengan pihak-pihak tertentu. Mereka juga dituntut untuk menjaga sikap netral, tidak memihak, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap tindakan hukum.

Dengan memiliki profesionalisme dan integritas, personel Brimob tidak hanya dapat menegakkan hukum secara efektif, tetapi juga turut menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kehormatan dan legitimasi Polri sebagai lembaga penegak hukum sangat bergantung pada kualitas moral dan profesional anggotanya. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini bukan sekadar pelanggaran disiplin, tetapi juga mencederai kehormatan institusi dan melemahkan kepercayaan masyarakat.

2) Penggunaan Kekuatan yang Proporsional
Dalam menangani kasus tindak pidana, personel Brimob harus selalu mematuhi prinsip penggunaan kekuatan yang proporsional. Hal ini berarti bahwa penggunaan kekuatan hanya boleh dilakukan jika diperlukan dan sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. 

Penggunaan kekuatan yang proporsional berarti bahwa kekerasan yang dilakukan oleh personel Brimob harus disesuaikan dengan tingkat ancaman yang muncul dalam situasi tertentu. Misalnya, dalam menghadapi kerusuhan atau tindak pidana yang melibatkan kekerasan, anggota Brimob diperbolehkan menggunakan kekuatan fisik untuk melindungi diri atau orang lain, tetapi kekuatan yang digunakan harus sebatas pada apa yang dibutuhkan untuk mengatasi ancaman tersebut. Dalam konteks ini, proporsionalitas mengacu pada prinsip bahwa kekerasan yang digunakan tidak boleh berlebihan atau melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah, seperti menanggulangi ancaman atau menjaga ketertiban.

Selain itu, prinsip ini juga mengharuskan personel Brimob untuk mempertimbangkan alternatif lain sebelum menggunakan kekerasan, seperti pendekatan negosiasi, atau penggunaan taktik lain yang lebih tidak melibatkan kekerasan. Penegakan prinsip proporsionalitas ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesionalisme kepolisian. Oleh karena itu, setiap personel Brimob harus selalu mempertimbangkan keselamatan, kehormatan, dan hak asasi manusia dalam setiap tindakan yang diambil.

3) Kepatuhan terhadap Hukum

Setiap personel Brigade Mobil (Brimob) Polri diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Kewajiban ini mencakup semua aturan yang mengatur proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Penegakan hukum yang dilakukan oleh personel Brimob harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, yang tidak hanya menuntut hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum yang adil harus dilakukan tanpa diskriminasi, artinya tidak membedakan perlakuan terhadap individu berdasarkan status sosial, etnis, agama, atau latar belakang lainnya. Setiap orang yang terlibat dalam proses hukum berhak diperlakukan dengan martabat yang sama, tanpa adanya tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Prinsip ini mengharuskan personel Brimob untuk menjaga profesionalisme, tidak hanya dalam cara mereka bertindak tetapi juga dalam cara mereka berinteraksi dengan masyarakat. Mereka harus menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang dapat merugikan hak individu, baik dalam hal kebebasan, privasi, maupun perlindungan hukum lainnya.

Penegakan hukum yang adil juga menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Setiap tindakan yang dilakukan oleh personel Brimob dalam penegakan hukum harus memperhatikan hak-hak dasar pelaku tindak pidana, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi selama proses penyelidikan dan persidangan. Hal ini penting agar proses hukum yang dilalui tidak merugikan atau menzalimi pihak yang terlibat, serta memastikan tercapainya tujuan hukum yang bukan hanya retributif, tetapi juga rehabilitatif dan preventif.

4) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip penting yang harus dimiliki oleh setiap personel Brigade Mobil (Brimob) Polri dalam menjalankan tugasnya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh personel Brimob harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun hukum. Hal ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil dan setiap langkah yang diambil dalam penegakan hukum harus dapat dibuktikan dan dijelaskan kepada pihak yang berwenang serta masyarakat.

Akuntabilitas moral mengacu pada tanggung jawab etis personel Brimob untuk bertindak sesuai dengan kode etik profesi dan nilai-nilai luhur yang dijunjung oleh Polri, termasuk integritas, kejujuran, dan rasa keadilan. Setiap tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dengan cara yang transparan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Akuntabilitas hukum menuntut bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh personel Brimob harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini berarti personel Brimob tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia atau tindakan yang melampaui kewenangannya. Jika terjadi pelanggaran hukum atau kode etik, maka proses penegakan disiplin harus dilakukan secara tegas dan transparan. Sanksi yang diberikan harus proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan, dan pelaksanaan proses disiplin harus dilakukan tanpa pandang bulu, sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan internal Polri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam penanganan kasus tindak pidana, kode etik profesi bagi personel Brimob sangat penting untuk memastikan bahwa semua prosedur yang diterapkan adalah sah, adil, dan tidak melanggar hak-hak pelaku atau korban. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penanganan kasus tindak pidana oleh Brimob, sesuai dengan kode etik, antara lain:

a) Prosedur Penanganan yang Sesuai dengan Hukum: Personel Brimob harus mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam menangani kasus tindak pidana, seperti prosedur penangkapan, pemeriksaan, hingga penyidikan. Setiap tahapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Menghindari Kekerasan Berlebih: Kode etik profesi menekankan pentingnya penggunaan kekerasan yang proporsional. Brimob harus menghindari tindakan kekerasan yang berlebihan, baik terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap masyarakat. 

c) Menjaga Netralitas dan Keadilan: Personel Brimob harus menjaga netralitas dan keadilan dalam setiap kasus tindak pidana yang ditangani. Tidak ada toleransi terhadap diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap individu berdasarkan latar belakang apapun.
Mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik profesi bagi personel Brimob Polri sangat krusial untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam penanganan kasus tindak pidana. Pengawasan yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal memastikan bahwa personel Brimob selalu bertindak sesuai dengan peraturan dan etika profesi yang berlaku. Penegakan kode etik yang tegas dan jelas juga membantu menciptakan sistem kepolisian yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
C. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dalam Perkara Kasus Tindak Pidana 

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan, sehingga demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyatanyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Dalam negara hukum, setiap individu tanpa terkecuali tunduk pada hukum, termasuk aparat penegak hukum seperti personel Brigade Mobil (Brimob) Polri. Kewenangan dan kekuatan yang dimiliki Brimob Polri dalam menjalankan tugasnya di bidang penanggulangan kejahatan berat, pengendalian massa, dan terorisme, harus dibarengi dengan tanggung jawab moral, etis, dan hukum. Namun kenyataannya, masih terdapat kasus-kasus pelanggaran kode etik dan bahkan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh personel Brimob dalam penanganan tindak pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sistem pertanggungjawaban hukum yang berlaku bagi aparat penegak hukum tersebut.

Pertanggungjawaban hukum adalah konsekuensi yang harus diterima oleh setiap individu atau institusi atas perbuatan melawan hukum, baik secara pidana, perdata, maupun administratif. Dalam konteks institusi kepolisian, khususnya Korps Brimob Polri, pertanggungjawaban hukum melekat pada setiap personel atas tindakan yang melampaui kewenangannya, menyalahgunakan kekuasaan, atau melanggar prinsip-prinsip etika profesi kepolisian dalam penanganan tindak pidana.

Sebagai institusi negara yang diberi kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tanggung jawab besar, baik secara institusional maupun individual. Salah satu satuan dalam struktur Polri yang memiliki fungsi strategis dalam menghadapi gangguan keamanan berintensitas tinggi adalah Brigade Mobil (Brimob). Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Brimob Polri sering kali dihadapkan pada situasi yang membutuhkan ketegasan, kecepatan, dan keberanian tinggi, misalnya dalam menghadapi aksi terorisme, konflik sosial, kerusuhan massa, atau penggerebekan kelompok kriminal bersenjata. Dengan besarnya kewenangan dan legitimasi yang dimiliki, risiko penyalahgunaan wewenang oleh personel Brimob juga menjadi besar.

Tidak jarang ditemukan kasus di mana anggota Brimob melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugasnya, terutama ketika menghadapi masyarakat sipil. Beberapa pelanggaran yang menonjol meliputi tindakan kekerasan yang berlebihan, intimidasi, penganiayaan terhadap tersangka atau tahanan, hingga penembakan tanpa prosedur yang tepat. Fenomena tersebut memunculkan keprihatinan dan kritik dari masyarakat, terutama karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan melanggar hak asasi manusia. Dalam konteks inilah pertanggungjawaban hukum terhadap personel Brimob menjadi penting untuk ditegakkan.

Sebagai institusi penegak hukum, Polri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 disebutkan tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas tersebut harus mengacu pada prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun dalam praktiknya, personel Brimob Polri yang memiliki otoritas khusus dalam penanganan situasi berisiko tinggi seperti terorisme, kerusuhan, atau penangkapan tersangka kejahatan berisiko tinggi, seringkali menjadi sorotan dalam isu pelanggaran kode etik, termasuk penggunaan kekerasan berlebihan atau tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum.

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan norma hukum. Dalam konteks kepolisian, pertanggungjawaban hukum personel Brimob mencakup pertanggungjawaban secara disiplin, etik, dan pidana. Pertanggungjawaban tersebut menjadi penting karena menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan prinsip negara hukum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur bahwa setiap anggota Polri wajib bertindak profesional, proporsional, dan sesuai dengan hukum. Dalam pelaksanaannya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, baik berupa penyalahgunaan wewenang, penggunaan kekerasan berlebihan, atau tindakan tidak profesional lainnya, dapat dikenakan sanksi berdasarkan tiga aspek pertanggungjawaban.

Proses penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap personel Brimob yang melanggar kode etik dan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan: 
1. Pemeriksaan Propam Setiap laporan pelanggaran akan diperiksa terlebih dahulu oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Propam memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi, penyelidikan, dan pemanggilan terhadap anggota yang dilaporkan. 

2. Sidang Komisi Kode Etik (KKEP) Apabila ditemukan bukti yang cukup, kasus dilanjutkan ke sidang etik yang diselenggarakan oleh KKEP. Sidang ini menentukan apakah anggota tersebut terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi yang sesuai. 

3. Proses Pidana Jika pelanggaran anggota Brimob juga mengandung unsur tindak pidana, maka dapat diproses melalui sistem peradilan umum. Penyidik dari kepolisian atau pihak Kejaksaan dapat menindaklanjuti kasus ini hingga pengadilan. 

4. Sanksi Disiplin Selain etik dan pidana, pelanggaran oleh anggota Polri juga dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Meskipun mekanisme penegakan telah diatur secara jelas, masih terdapat berbagai hambatan: 

a) Budaya solidaritas korps yang menghambat pelaporan internal 

b) Kurangnya transparansi dalam proses pemeriksaan 

c) Ketergantungan kepada internal Polri tanpa pengawasan eksternal 

d) Minimnya keberanian saksi atau korban melapor karena takut intimidasi
Pertanggungjawaban hukum terhadap personel Brimob Polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi dalam penanganan kasus tindak pidana merupakan salah satu pilar penting dalam penegakan hukum yang adil dan akuntabel. Sebagai aparat penegak hukum, setiap anggota Polri, termasuk satuan Brimob, memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjaga kehormatan institusi. Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran, negara wajib menegakkan pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap anggota Brimob terdiri atas tiga bentuk utama, yaitu: 

(1) pertanggungjawaban disiplin, 

(2) pertanggungjawaban etik, dan 

(3) pertanggungjawaban pidana. 

Ketiga bentuk ini tidak bersifat eksklusif, melainkan saling melengkapi satu sama lain. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Brimob dapat dikenai sanksi secara internal dalam institusi Polri, serta diproses dalam sistem peradilan umum jika tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Pertanggungjawaban etik merujuk pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang diatur dalam Kode Etik Profesi Polri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Pelanggaran terhadap kode etik ini akan diproses melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), yang dapat menjatuhkan berbagai sanksi, mulai dari teguran tertulis, mutasi, demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Sanksi Administrasi berupa rekomendasi PTDH diberikan kepada anggota Polri melalui sidang KKEP terhadap; Anggota Polri/pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; Menjadi anggota dan/atau pengurus partai; Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggraran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal apabila terjadi perdamaian (dading) antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (delik culpa) dan/atau delik aduan dengan korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian, sidang Komisi Kode Etik Profesi tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum.

Terhadap terduga pelanggar Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang diancam dengan putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari alasan Ankum sebelum pelaksanaan sidang KKEP. Pertimbangan tertentu tersebut antara lain:

i. Memiliki masa dinas paling lama sedikit 20 (dua puluh) tahun;

ii. Memiliki prestasi, kinerja yang baik dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan pelanggaran ; dan 

iii. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pertanggungjawaban disiplin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, mencakup pelanggaran terhadap peraturan kedinasan, termasuk penyalahgunaan wewenang, ketidakhadiran tanpa izin, dan pelanggaran terhadap perintah atasan. Sanksi disiplin meliputi teguran, penundaan kenaikan pangkat, penempatan dalam tempat khusus, dan bentuk-bentuk pembinaan lainnya.

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana diberikan apabila tindakan anggota Brimob terbukti melanggar hukum pidana. Contoh kasus seperti penganiayaan, penyiksaan, penembakan tanpa prosedur, atau pembunuhan akan diproses melalui sistem peradilan umum, di mana pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana lainnya.

Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri No. Pol: 14 tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi. Pedoman bagi anggota Polriuntuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Pelanggaran terhadap kode etik Polri maka bagi anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik, terdapat permasalahan hukum, antara lain: Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum atas keputusan yangdijatuhkan berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. 

Fungsi dan peranan Propam di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan terutama penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengfayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua iktu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Polri

Menurut ketentuan pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan: Anggota POLRI yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: 
a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; 

b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada impinan POLRI dan pihak yang dirugikan; 

c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;

d. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) Tahun; 

e. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) Tahun; 

f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun; 

g. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota POLRI.

Dalam pelaksanaannya, terdapat mekanisme internal yang dijalankan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk menindaklanjuti laporan atau temuan pelanggaran. Tahapan proses meliputi penyelidikan awal, pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, hingga rekomendasi untuk disidangkan di KKEP atau diajukan ke penyidik umum jika terbukti terdapat unsur pidana.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pertanggungjawaban hukum terhadap personel Brimob sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah adanya budaya korps yang tertutup dan cenderung melindungi anggotanya, sehingga laporan masyarakat atau hasil investigasi internal kerap tidak ditindaklanjuti secara transparan. Selain itu, minimnya pengawasan dari pihak eksternal, seperti Komnas HAM atau lembaga independen lainnya, juga menjadi tantangan serius dalam menjamin objektivitas proses hukum.

Reformasi hukum dan kelembagaan menjadi hal krusial dalam memastikan agar personel Brimob Polri bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Upaya ini harus mencakup pelatihan secara berkala terkait penggunaan kekuatan yang proporsional, penerapan prinsip hak asasi manusia, dan pembentukan mekanisme pengawasan eksternal yang kuat dan independen.

Kesimpulannya, pertanggungjawaban hukum terhadap personel Brimob Polri yang melanggar kode etik profesi merupakan suatu keniscayaan dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Tindakan tegas terhadap pelanggaran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keadilan terhadap korban, tetapi juga sebagai langkah preventif agar anggota kepolisian tidak menyalahgunakan wewenangnya. Dalam negara hukum, tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri.
Pertanggungjawaban hukum terhadap personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi dalam penanganan kasus tindak pidana merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum internal Polri yang bertujuan menjaga marwah institusi, menjamin keadilan bagi masyarakat, serta memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada aparat kepolisian tidak disalahgunakan. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum tidak hanya terbatas pada ranah etik, melainkan juga dapat meluas ke ranah disiplin dan pidana, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Secara normatif, setiap anggota Polri, termasuk personel Brimob, wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika profesi kepolisian yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketika anggota terbukti melanggar norma etika tersebut, 
ia akan dikenakan sanksi etik yang dijatuhkan melalui mekanisme sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dalam persidangan tersebut, KKEP memiliki kewenangan untuk menjatuhkan berbagai bentuk sanksi, antara lain peringatan tertulis, permintaan maaf secara terbuka, mutasi bersifat demosi, pembinaan ulang melalui pendidikan khusus, dan bahkan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) apabila pelanggaran dianggap berat dan mencederai citra institusi secara signifikan. Sanksi-sanksi ini bersifat moral dan administratif namun memiliki dampak besar terhadap karier dan nama baik anggota yang bersangkutan.
Di samping pertanggungjawaban etik, personel Brimob yang melanggar kode etik juga dapat dikenai pertanggungjawaban disipliner. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dinas atau melanggar perintah kedinasan, misalnya bertindak sewenang-wenang, tidak melaksanakan tugas secara profesional, atau melakukan perbuatan tercela, dapat dikenakan sanksi disiplin. Sanksi tersebut mencakup teguran, penundaan kenaikan pangkat, penundaan pendidikan, hingga penempatan dalam tempat khusus untuk pembinaan lebih lanjut. Mekanisme ini dijalankan oleh atasan langsung maupun oleh Divisi Propam sebagai pengawas internal Polri.
Lebih jauh, jika pelanggaran yang dilakukan personel Brimob mengandung unsur pidana, maka proses hukum pidana dapat diterapkan terhadap yang bersangkutan. Tindakan seperti penganiayaan terhadap tersangka, penyiksaan dalam proses interogasi, pemerasan terhadap keluarga tersangka, rekayasa kasus, hingga manipulasi barang bukti, merupakan bentuk pelanggaran berat yang melampaui aspek etik dan disiplin, dan masuk ke dalam wilayah pidana. Dalam hal ini, personel dapat dijerat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, serta pasal-pasal lain yang relevan. Selain itu, jika perbuatan yang dilakukan juga melanggar hak asasi manusia, maka ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dapat dijadikan dasar untuk menjerat pelaku.
Proses pidana terhadap anggota Polri tetap dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum umum, dan tidak tertutup kemungkinan dilakukan secara bersamaan dengan proses etik dan disipliner. Hal ini menegaskan prinsip equality before the law, di mana setiap warga negara, termasuk aparat penegak hukum, tunduk pada hukum yang sama. Dalam praktiknya, Divisi Propam Polri bekerja sama dengan Kejaksaan dan Pengadilan untuk memastikan bahwa perkara pidana yang melibatkan anggota Polri dapat diproses secara adil, transparan, dan akuntabel.
ertanggungjawaban hukum dalam tiga bentuk tersebut etik, disiplin, dan pidanamerupakan satu kesatuan sistem yang saling melengkapi. Ketika dijalankan dengan konsisten dan tidak diskriminatif, sistem ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun budaya hukum dan etika di lingkungan kepolisian. Selain itu, penerapan pertanggungjawaban hukum secara tegas terhadap anggota yang melanggar juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri sebagai lembaga penegak hukum yang profesional, akuntabel, dan bermartabat. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat bahwa eksistensi Polri dalam sistem demokrasi modern bergantung pada legitimasi moral dan sosial yang dimilikinya di mata masyarakat.
BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh personel Brimob Polri dalam penanganan kasus tindak pidana menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip profesionalisme, integritas, dan hak asasi manusia. Beberapa bentuk pelanggaran yang ditemukan antara lain penggunaan kekerasan yang berlebihan, penyalahgunaan wewenang, serta perlakuan diskriminatif terhadap tersangka atau masyarakat. Selain itu, terdapat pula pelanggaran dalam hal penyalahgunaan media dan pengabaian prosedur hukum yang sah. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa meskipun Brimob memiliki tugas yang penuh risiko tinggi, pengendalian diri, serta penghormatan terhadap kode etik profesi masih perlu diperbaiki. Di samping itu, pengawasan internal yang lemah dan budaya "solidaritas" yang menutupi kesalahan antaranggota juga memperburuk situasi ini. Akibatnya, tindakan-tindakan tersebut merusak citra Polri di mata publik dan menghambat tercapainya tujuan penegakan hukum yang adil dan manusiawi.
2. Mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik profesi bagi personel Brimob Polri merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan tugas di lapangan, khususnya dalam menangani kasus tindak pidana, dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan hukum serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Adanya pengawasan internal seperti pembinaan, pelatihan, serta pemeriksaan Propam, ditambah pengawasan eksternal oleh Kompolnas, media, dan masyarakat, memperkuat akuntabilitas dan integritas institusi Polri.
3. Pertanggungjawaban hukum terhadap personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang melakukan pelanggaran kode etik profesi merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas dan profesionalisme institusi kepolisian. Bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi ranah etik, disipliner, dan pidana yang saling melengkapi satu sama lain. Proses penegakan kode etik melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memberikan sanksi administratif dan moral, sementara mekanisme disipliner berfungsi sebagai pembinaan internal. Apabila pelanggaran melibatkan tindak pidana, proses hukum pidana harus dijalankan sesuai dengan ketentuan KUHP dan peraturan terkait lainnya. Sinergi ketiga ranah pertanggungjawaban ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas anggota Polri serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.
B. Saran

1. Untuk memperbaiki kondisi ini, Polri perlu melakukan reformasi dalam hal penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap personel Brimob. Penegakan sanksi yang tegas dan adil bagi pelanggar kode etik harus diterapkan tanpa pandang bulu agar dapat menciptakan efek jera dan memperkuat akuntabilitas. Pelatihan yang lebih mendalam mengenai kode etik profesi dan hak asasi manusia perlu diterapkan dalam pendidikan dan pembinaan personel Brimob, serta diberikan secara berkelanjutan. Selain itu, Polri perlu membangun budaya organisasi yang lebih terbuka, di mana kesalahan yang terjadi dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan cepat dan transparan, menghilangkan budaya "solidaritas buta" yang menutupi pelanggaran. Reformasi ini juga harus mencakup pembenahan sistem pelaporan pelanggaran yang lebih mudah diakses oleh publik dan melibatkan pihak-pihak eksternal dalam pengawasan, sehingga diharapkan dapat menciptakan Brimob yang lebih profesional, manusiawi, dan dipercaya oleh masyarakat
2. Diperlukan peningkatan efektivitas pelatihan berkala yang menekankan pemahaman mendalam terhadap kode etik, serta penguatan pengawasan eksternal yang independen dan transparan untuk mencegah serta menindak tegas setiap bentuk pelanggaran oleh personel Brimob dalam penanganan tindak pidana.
3. Untuk menjamin efektivitas pertanggungjawaban hukum terhadap personel Brimob yang melanggar kode etik dan hukum pidana, Penguatan sistem pengawasan internal perlu menjadi prioritas utama, terutama pada Divisi Propam dan unit pengawas internal lainnya di lingkungan Polri. Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, serta prosedur pengawasan yang efektif, diharapkan pelaksanaan penegakan kode etik dan disiplin dapat berjalan lebih optimal. Hal ini sangat penting untuk mencegah dan menindak pelanggaran kode etik profesi, khususnya pada personel satuan Brimob yang memiliki risiko tinggi dalam menangani kasus tindak pidana.
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